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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

Lingkup Hak Cipta 

Pasal 2: 

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 
memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Ketentuan Pidana 

Pasal 72: 

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling 
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana 
penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum 
suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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PENGANTAR BAMBANG POERNOMO 


Pro dan kontra soal pidana mati seakan-akan tidak pernah selesai 
diperdebatkan. Hal ini mengundang beragam pendapat, mulai dari 
kalangan ahli hukum hingga masyarakat tatanan terbawah. Setuju 
dan tidak setuju dikemukakan berbagai pihak dengan dasar argumen- 
nya, baik secara filosofis, sosiologis, maupun secara yuridis. 

Pidana mati merupakan pidana terberat di antara jenis pidana 
lainnya karena penerapannya dapat mencabut nyawa seseorang. 
Kecaman terhadap pidana mati dimulai sejak abad ke-17. Ahli hukum 
Inggris, Beccaria, dengan berbagai argumen menentang hukuman 
mati. Penolakan serupa terjadi negeri Belanda. Pemerintah diminta 
tidak lagi menggunakan pidana mati sejak 17 Oktober 1870 dengan 
Staatsblad Tahun 1870 Nomor 162. 

Indonesia adalah negara yang sistem hukumnya, khusus dalam 
KUH Pidana, masih mengatur hukuman mati hingga saat ini, walau- 
pun dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang KUH Pidana 
telah ditentukan bahwa pidana mati merupakan alternatif dan dapat 
dilakukan hanya terhadap kejahatan-kejahatan tertentu seperti halnya 
narkotika, pembunuhan berencana, perkosaan massal, serta keja- 
hatan terhadap negara. Pelaksanaan pidana mati sebagai “Ultimum 
Remidium” dapat dibenarkan apabila: 

1. tujuannya adalah untuk menegakkan tertib hukum, 

2. diputuskan dalam batas-batas ketentuan: 

3. dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain 

oleh pelakunya, 
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4. dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut 
criminele aetiologic dan dengan menghormati kepentingan- 
kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana. 


Buku ini diolah dari disertasi yang ditulis Yon Artiono Arba'i 
dengan judul “Perspektif Pidana Mati sebagai Sanksi Alternatif dalam 
Memenuhi Keadilan dan Hak Asasi Manusia”. Dia melakukan per- 
bandingan pelaksanaan hukuman mati di negara-negara yang masih 
menerapkannya. Kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk 
kalangan praktisi hukum seperti polisi, jaksa, hakim, mahasiswa, serta 
masyarakat pemerhati hukum. 


Jakarta, 05 Oktober 2008 
Prof. Dr. H. Bambang Poernomo, S.H. 
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PENGANTAR MUHAMMAD MUSTOFA 


Pro dan kontra terhadap pemberlakuan pidana mati telah berlang- 
sung berabad-abad lamanya. Beraneka ragam argumentasi telah di- 
kemukakan masing-masing pihak. Dalam sistem hukum Indonesia 
pun telah diatur bahwa pidana mati merupakan hukum positif yang 
sah dan secara tegas tercantum dalam Pasal 10 KUH Pidana serta 
terdapat dalam beberapa undang-undang lainnya seperti Peradilan 
Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Terorisme. Daniel 
Anderson, pakar hukum yang sangat pro hukuman mati menyatakan 
“In order to rightly value the death penalty, it is necessary to have 
empathy and understanding for all the victims and their relatives.” 

Sangat tepat bahwa pemberlakuan pidana mati justru menun- 
jukkan rasa simpati terhadap korban-korban kejahatan berat, namun 
penerapannya harus seselektif mungkin. Argumen ini juga didukung 
Immanuel Kant dalam The Science of Right (1970) yang mengatakan 
“If you slander another, you slander yourself: if you steal from 
another, you steal from yourself: if you strike another, you strike 
yourself: if you kill another, you kill yourself.” 

Pernyataan di atas menunjukkan persetujuan diterapkannya 
pidana mati bagi pelaku kejahatan serius, baik yang secara nyata telah 
menghilangkan nyawa sesama manusia, maupun yang secara tidak 
langsung menyebabkan kematian sesamanya, termasuk di dalamnya 
pengedar narkotika serta pelaku kejahatan keji lainnya. 
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Buku ini semula disertasi Saudara Yon Artiono Arba'i dengan 
judul “Perspektif Pidana Mati sebagai Sanksi Alternatif dalam 
Memenuhi Keadilan dan Hak Asasi Manusia”. Studi ini dilakukan 
dengan membandingkan sudut pandang negara-negara yang pro de- 
ngan negara-negara yang kontra pelaksanaan hukuman mati. Kesim- 
pulan studi ini adalah secara keseluruhan hukuman mati tetap perlu 
dipertahankan, namun harus ada seleksi yang cermat dalam pene- 
rapannya. 

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang ingin 
memahami/mendalami hukum pidana, khususnya hukuman mati. 


Jakarta, 17 Oktober 2008 
Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A. 
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PENGANTAR ANDI HAMZAH 


Penerapan hukuman mati di zaman modern ini dimaksudkan untuk 
mencegah terjadinya tindak kriminal. Untuk menambah pengaruh 
dan menanamkan ketakutan pada masyarakat, eksekusinya dibuat 
secara publik. 

Ide dasar hukuman mati adalah sebagai bentuk pembalasan ter- 
hadap kejahatan. Akan tetapi, penerapannya harus dilakukan seselek- 
tif mungkin. Terpidana juga tidak boleh terlalu lama menunggu waktu 
eksekusi. 

Sebagai negara hukum, Indonesia mendasarkan norma ancaman 
serta penerapan dan pelaksanaan pidana mati pada peraturan per- 
undang-undangan. Ancaman pidana mati ditegaskan dalam Undang- 
Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Peme- 
rintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pidana mati masih eksis di 
Indonesia, bahkan semakin luas ruang lingkupnya. 

Penjatuhan pidana, terlebih pidana mati, merupakan hal penting 
dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Oleh karena itu proses, 
aktivitas, dan penjatuhan putusan harus ditetapkan secara bijak dan 
objektif. Penjatuhan pidana bukan saja harus sesuai hukum acara, tapi 
juga harus berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, hak asasi 
manusia, tujuan pemidanaan dan politik kriminal serta kebijakan 
sosial (sosial policy) di suatu negara. 

Aspek penting lain dalam penerapan pidana mati terletak pada 
hakikat dan tujuan pemidanaan, tidak terlepas dari lingkup teori- 
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teori yang berkembang, misalnya teori klasik, teori pembalasan, teori 
relatif atau teori gabungan, dan tidak boleh mengesampingkan konsep 
modern oleh masyarakat beradab di dunia berdasarkan teori utilitas 
yang bersifat inkonvensional dari Jeremy Bentham, dan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. 

Akhirnya semoga buku yang ditulis oleh Yon Artiono Arba'i, 
S.H.,M.H. dari disertasinya, “Perspektif Pidana Mati sebagai Sanksi 
Alternatif dalam Memenuhi Keadilan dan Hak Asasi Manusia”, dapat 
bermanfaat bagi semua pembaca. 


Jakarta, 27 Desember 2008 
Prof. Dr. (Juris) Andi Hamzah 
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PENGANTAR PENULIS 


Doa dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah- 
Nya karena penulis dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi ini 
sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Doktor Ilmu 
Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta. 

Penulis membahas permasalahan yang timbul dari jenis sanksi 
pidana mati yang merupakan salah satu bentuk pidana paling tua, 
bahkan setua usia kehidupan manusia. Bentuk sanksi pidana mati 
yang sangat menarik menjadikannya bahan kajian semua negara, 
tidak terkecuali Indonesia. Judul penulisan ini adalah “Perspektif 
Pidana Mati sebagai Sanksi Alternatif dalam Memenuhi Keadilan dan 
Hak Asasi Manusia”. 

Pandangan beragam mengenai sanksi pidana mati yang menjadi 
polemik dalam konsep perubahan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana oleh beberapa kalangan masih dianggap perlu dipertimbang- 
kan. Sanksi pidana mati masih diperlukan eksistensinya dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana produk nasional nanti. Sebagai 
sanksi tunggal, pidana mati merupakan hukuman alternatif dan pi- 
lihan terakhir. 

Ancaman dan pelaksanaan pidana mati menganut konsep social 
defence. Artinya, pidana mati dijadikan sebagai pertahanan sosial un- 
tuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan ancaman 
bahaya yang mungkin terjadi. 
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ABSTRAK 


Pidana mati adalah salah satu bentuk pidana yang paling tua, setua 
peradaban umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk hu- 
kuman yang paling menarik untuk dikaji semua negara, termasuk 
Indonesia. Pidana mati menjadi sorotan internasional karena 
kurang lebih di 154 negara keberadaannya telah dihapuskan, sesuai 
dengan Kesepakatan Stockholm tanggal 11 Desember 1977. Indonesia 
merupakan negara jajahan Belanda di mana KUH Pidana masih 
mengatur hukuman mati, khususnya dalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUH 
Pidana. Sementara itu, Belanda sudah menghapus pidana mati—yang 
sejak 1524 telah dipersoalkan keberadaannya—pada 1870. Mengenai 
pelaksanaan pidana mati di Indonesia, beberapa pendapat, antara 
lain alim ulama, menyatakan bahwa hak hidup dan mati di tangan 
Tuhan dan oleh sebab itu pidana mati harus dihapuskan. Perdebatan 
tentang hukuman mati yang menjadi polemik dalam pembahasan 
perubahan KUH Pidana menurut beberapa kalangan masih perlu 
dipertimbangkan. Eksistensi pidana mati masih diperlukan dalam 
KUH Pidana produk nasional nanti sebagai jalan terakhir demi ke- 
pentingan masyarakat untuk pelaksanaan konsepsi social defence. 
Pidana mati menjadi suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan 
masyarakat umum dari bencana atau ancaman bahaya besar yang 
mungkin terjadi, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan 
dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum. Berda- 
sarkan penelitian dengan metode normatif ini, hukuman mati 
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dapat dijadikan pidana mati alternatif dengan melihat tingkah laku 
terpidana selama menjalankan hukuman. Setiap tahun, jumlah hu- 
kuman mati di Indonesia meningkat, bahkan hampir ada di setiap 
putusan pengadilan. Di masa depan, akan terdapat kecenderungan 
untuk mengintegrasikan semua tindak pidana di luar KUH Pidana ke 
dalam satu Kitab Undang-Undang Tindak Pidana. 
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BAB 1 


Pendahuluan 


1.1 Latar Belakang 
1.1.1 Tarik Ulur Hukuman Mati 


Pada 18 Juni 2011, Ruyati, seorang tenaga kerja wanita (TKW) di- 
hukum mati di Arab Saudi karena terbukti membunuh majikannya. 
Peristiwa ini menimbulkan gelombang protes dan kecaman terhadap 
pemerintah yang dianggap lalai melindungi warganya. Kasus itu juga 
menghangatkan kembali perdebatan tentang keberadaan pidana mati. 
Sebagian kalangan menolak, sebagian menerima, namun banyak 
yang bersikap ambigu. Di satu sisi, pidana mati dianggap sangat keji, 
mengingat hukuman itu tidak hanya bisa menimpa Ruyati, tetapi juga 
TKW lainnya, seperti Tawir, Siti Zaienab, Tusinah, Aminah, Darma- 
wati, Sumartini, dan Warnah yang saat ini masih menanti kepastian 
jadi-tidaknya pelaksanaan hukuman pancung. Di sisi lain, tuntutan 
untuk menghukum mati koruptor tak kalah lantang. 

Pro-kontra hukuman mati—dengan alasan yang sedikit berbeda— 
juga menguat di tengah maraknya kejahatan narkotika. Tak banyak 
keberatan diajukan pada Kejagung yang pada 8 November 2010 me- 
nyatakan siap mengeksekusi satu terpidana mati kasus narkotik, 
Meirika Franola alias Ola alias Tania. Namun, penolakan justru 
muncul dari segelintir orang karena pelaksanaan eksekusi tersebut 
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dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Ola sudah divonis 
pidana mati oleh PN Tangerang sejak 22 Agustus 2000. Sudah 
sepuluh tahun lebih ia mendekam di di penjara, menanti datangnya 
hari eksekusi. Perempuan asal Cianjur, Jawa Barat, itu tertangkap 
basah membawa narkotik dalam jumlah besar di Bandara Soekarno- 
Hatta. Ia dan kedua sepupunya setidaknya sudah tujuh kali melakukan 
ekspor-impor narkotik dan masuk dalam kategori pengedar narkotik 
tingkat internasional. Berdasarkan prinsip HAM, penderitaan ganda 
sebenarnya telah terjadi jika eksekusi baru dilaksanakan setelah 
melewati masa tahanan lebih dari 10 tahun.' Akhirnya, Meirika Franola 
mengajukan grasi dan hukumannya diubah menjadi hukuman seumur 
hidup. Hingga kini sedikitnya 26 terpidana kasus narkotik yang telah 
divonis hukuman mati, belum juga dieksekusi dan terus menunggu 
tanpa kepastian. 

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mempunyai landasan 
yuridis yang kuat.2 KUHP Indonesia, yang berlaku sejak 1 Januari 1918, 
memang warisan Belanda—negeri yang telah menghapus pidana mati 
untuk kejahatan biasa (ordinary crimes) sejak tahun 1870, kemudian 
menghapus pidana mati untuk seluruh kejahatan (abolition for all 
crimes) pada 1982. Namun, Indonesia, sebagaimana Amerika Serikat, 
mendukung pelaksanaan hukuman mati. Sementara itu, Cina, Mesir, 
Iran, Nigeria, Saudi Arabia, Taiwan, Vietnam, dan Irak, masuk dalam 
kategori negara yang paling sering melaksanakan eksekusi hukuman 
mati.? 

Berlawanan dengan kelompok negara yang mempertahankan 
hukumanmati tersebut, terdapat 34 negarayang masukkategori kedua, 
yang pada praktiknya abolisionis (abolitionist de facto). Sekalipun 
secara hukum (de jure) negara-negara ini mengatur hukuman mati, 
dalam tempo 10 tahun terakhir mereka tidak pernah menjatuhkan 


1  Muladi, Pengkajian Hukum tentang Asas-asas Pidana Indonesia dalam Perkembangan 
Masyarakat Masa Kini dan Mendatang (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2003), 
hlm. 135. 

2 Dasar hukum tertuang dalam Pasal 10 (a) KUHP, Pasal 11 KUHP jo UU No. 2/PNPS/1964, dan 
Pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan 
berencana (Pasal 340) serta perundang-undangan pidana di luar KUHP mengenai UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Narkotik. Indonesia—salah satu dari 71 
negara yang masuk kategori retentionist country terhadap pidana mati—secara de jure dan 
de facto mengakui pidana mati untuk segala kejahatan, termasuk kejahatan biasa. 

3  Muladi, op.cit., hlm. 136. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Aku Menolak Hukuman Mati 


dan mengeksekusi hukuman mati. Hanya beberapa dari mereka, 
dengan alasan tertentu, suatu saat mengaktifkan kembali hukuman 
mati. Gambia, misalnya, pada 1993 menghapus hukuman mati dan 
mengaktifkannya kembali di bawah rezim militer tahun 1995. Dari 
34 negara yang masuk kategori abolitionist de facto, hanya 22 negara 
yang benar-benar masuk the truly abolitionist in practice. 

Kategori ketiga adalah negara-negara yang masuk kategori comn- 
pletely abolitionist. Jumlahnya 75 negara, namun terdapat negara- 
negara yang secara bertahap menghapus hukuman mati bagi ordinary 
crimes, baru kemudian meningkat ke arah abolition for all crimes. 
Hanya 14 negara masuk kategori abolitionist for ordinary crimes only. 
Brasil masuk dalam kategori ini. Negeri ini menghapus hukuman mati 
tahun 1882 dan mengaktifkannya tahun 1969 untuk kejahatan politik, 
namun kemudian mencabutnya kembali pada 1979.“ 


1.1.2 Demi Prinsip “Mata Dibalas Mata” hingga Keamanan Publik 
Terdapat berbagai argumen untuk mendukung pelaksanaan hu- 
kuman mati. Yang paling menonjol adalah alasan keagamaan. Salah 
satu contohnya, pada awal abad ke-19 rakyat Swedia mendukung 
kebijakan hukuman mati dengan dukungan kuat dari agama. Hal 
serupa juga terjadi di banyak negara berpenduduk mayoritas muslim. 
Hukuman mati juga dibenarkan karena menjadi semacam aksi balas 
dendam yang mengimbangi perbuatan terpidana. Intinya, masyarakat 
menuntut suatu kejahatan diganti dengan hukuman yang sesuai. Ada 
pula masyarakat yang berpendapat bahwa eksekusi adalah jawaban 
tepat, dan tidak dapat dipuaskan dengan jalan lain. 

Hukuman mati diperlukan untuk melindungi masyarakat. Pen- 
dapat ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua negara mempu- 
nyai hak mempertahankan atau membela diri, yang dapat pula berarti 
bisa mengesahkan penggunaan kekerasan terhadap individu. Alasan 
lain yang sering muncul pada zaman modern adalah menangkal calon 
pelaku kriminal. Untuk menanamkan ketakutan pada masyarakat, 
eksekusi seringkali dipublikasikan. Berdasarkan kepercayaan ini, 
semua jenis hukuman berpengaruh sebagai penangkal, namun hu- 
kuman matilah yang dianggap paling efektif. Dalam istilah hukum, 
fenomena ini dikenal sebagai pencegahan umum, artinya, hukuman 


4 Ibid., hlm. 137. 
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mempengaruhi kesadaran hukum publik sehingga tindakan kriminal 
dipandang sebagai suatu hal yang tidak diinginkan. 

Pencegahan individu atas hukuman berarti bahwa pelaku tindak 
kriminal seharusnya dapat dicegah melakukan kejahatan baru. Cara 
yang paling sering dilakukan adalah menjebloskan pelaku ke penjara, 
tanpa melanggar hak hidupnya. Namun, hukuman mati pun dianggap 
efektif sebagai alat pencegah kejahatan karena ada jaminan penuh 
bahwa kejahatan tidak akan dilakukannya lagi. 

Keyakinan ini memang tidak sepenuhnya benar. Tidak semua 
pembunuh akan mengulangi perbuatannya. Menurut komisi Kerajaan 
Inggris tentang Hukuman Mati (1949-1953), hanya satu dari 129 
narapidana dengan vonis hukuman mati pada kasus pembunuhan 
yang dibebaskan, kemudian dihukum lagi untuk kasus yang sama. 
Komisi hanya menemukan tiga contoh residivis di enam negara yang 
diteliti. Jadi, membebaskan orang yang telah dipenjara berisiko kecil. 
Pembebasan hanya berbahaya jika narapidana secara mental tidak 
normal. 

Jumlah residivis yang melakukan pembunuhan dan pembunuhan 
tidak berencana di Swedia pada tahun 1966-1983 sekitar 296. Arti- 
nya, jika 1.258 orang dihukum mati karena kasus pembunuhan atau 
pembunuhan tidak berencana, 25 kasus pembunuhan baru bisa di- 
cegah. Contoh tersebut memperlihatkan proporsi yang tidak sesuai 
antara hukuman, efek, dan perspektif pencegahan individu. Dengan 
memenjarakan pelaku kejahatan untuk jangka waktu yang lama, 
diikuti pembebasan bersyarat pada masa percobaan, persyaratan 
pencegahan individu dapat terpenuhi dan individu pun mendapat 
satu kesempatan rehabilitasi. 

Kendati fakta tersebut di atas, eksistensi hukuman mati di Indo- 
nesia masih tetap diakui dan dipertahankan dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam KUHP serta 
peraturan perundang-undangan tentang narkotika, psikotropika, 
terorisme, korupsi, dan peradilan HAM.” Hukuman mati pun telah 


5 Inggris, Royal Commission on Capital Punishment 1949-1953 (London: Kantor Pribadi Kerajaan, 
1953). 

6 Hans Goran Franck, Hukuman Biadab Penghapusan Hukuman Mati (Jakarta: Pustaka Hak Asasi 
Manusia Rasul Wallenberg Institute, 2008), hlm. 2. 

7 Dalam UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 37 dinyatakan: “Setiap orang yang melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a,b,c,d,e, dan j dipidana dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun 
dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”. 
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dikenal sejak lama, jauh sebelum dan sesudah KUHP berlaku 
berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 
jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 
Tahun 1946. 

Bambang Poernomo menyatakan, hukuman mati merupakan sa- 
lah satu hukuman yang tertua sehingga sudah tidak sesuai dengan 
kehendak zaman. Meski demikian, sampai saat ini belum ditemukan 
alternatif lain sebagai penggantinya. Hukuman alternatif yang di- 
kembangkan dari asas humanisme dalam lingkup penologi diperlukan 
sebagai pengganti hukuman mati—yang jelas bertentangan dengan 
HAM. 

Hukuman mati sudah dikenal sejak zaman perundang-undangan 
Nabi Musa (Mozaische Wetgeving), demikian juga pada zaman berla- 
kunya hukum Yunani, Romawi, Jerman, dan Katolik. Bahkan pelaksa- 
naannya lebih kejam, terutama pada zaman Kekaisaran Romawi. Pada 
zaman Kaisar Nero banyak penganut agama Kristen yang dijatuhi hu- 
kuman mati dengan cara diikat pada tiang, kemudian dibakar.? 

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mendasarkan norma an- 
caman, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati pada peratur- 
an perundang-undangan.” Bahkan, eksistensi dan ruang lingkup 
hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia. 
Hal ini bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman mati 
di beberapa negara. Delik yang diancam hukuman mati di Indonesia 
justru semakin banyak." Dalam praktik peradilan, pengadilan sudah 
berulang kali menjatuhkan putusan pidana mati, seperti pada para 
penyelundup narkotik dan obat-obat terlarang serta pelaku tindak 
pidana terorisme. Tahun 2003 pun permohonan grasi terhadap para 
terpidana mati pengedar dan penyelundup narkoba di Medan dan 
Tangerang ditolak presiden.'? 

Data tuntutan dan vonis hukuman mati yang tercatat di Kejaksaan 
Agung Republik Indonesia tahun 2003 menunjukkan bahwa pene- 


8 Bambang Poernomo, Hukum Pidana Karangan Ilmiah (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 9. 

9 Lihat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya 
(Jakarta: Storia Grafika), 2002, hlm. 461. 

10 UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memperkuat keberadaan hukuman mati 
di Indonesia. 

11 A.Z. Abidin dan A. Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, 
dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002), hlm. 326. 

12 Melalui Keppres No. 20/G.21/G.22/G.23/G dan No. 24/G Tahun 2003. 
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rapan hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan di 12 provinsi. Kasus 
yang terjadi bervariasi, seperti pembunuhan, narkotik, psikotropika, 
dan pencurian dengan kekerasan. Sedangkan di Bali terdapat 3 orang 
terpidana mati dalam perkara tindak pidana terorisme kasus bom Bali. 
Data penerapan hukuman mati sejak 1945 sampai dengan 1 November 
2007 sebanyak 103 orang. 

Penjatuhan hukuman, terlebih hukuman mati, merupakan hal 
penting dalam hukum pidana dan peradilan hukuman. Oleh karena 
itu proses, aktivitas, dan penjatuhan putusan harus ditetapkan secara 
bijak dan objektif. Penjatuhan hukuman bukan saja harus sesuai hu- 
kum acara, namun juga berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, 
HAM, tujuan pemidanaan, dan politik kriminal serta kebijakan sosial 
suatu negara. Menurut Muladi, dalam penjatuhan sanksi hukuman 
terdapat berbagai indikator yang harus dikembangkan. Namun, se- 
benarnya ada lima hal yang harus menjadi perhatian, yaitu hal-hal 
objektif yang berkaitan dengan perbuatan, faktor-faktor subjektif si 
pelaku, kesan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, besar-kecil- 
nya kerugian atau korban kejahatan, dan prediksi hakim dalam pen- 
jatuhan hukuman.4 

Aspek penting lain dalam penerapan hukuman mati terletak pada 
hakikat dan tujuan pemidanaan, yang tidak lepas dari lingkup teori- 
teori yang berkembang seperti teori klasik, teori pembalasan, teori 
relatif atau teori gabungan. Di samping itu, pemberlakuannya juga 
tidak boleh mengesampingkan konsep modern masyarakat di dunia— 
berdasarkan teori utilitas yang bersifat inkonvensional dari Jeremy 
Bentham—dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Menurut Bambang Poernomo, sesudah teori pembalasan—yang 
hanya bertujuan memidana orang yang bersalah tanpa mempertim- 
bangkan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman 
tersebut—mulai ditinggalkan, teori relatif yang lebih bersifat preventif 
dan teori gabungan antara pembalasan dan prevensilah yang lebih 
banyak dijadikan dasar dalam penerapan hukuman mati. Teori ini 
paling relevan karena ternyata perkembangan teori-teori baru lain ti- 
dak dapat menghindari unsur-unsur pembalasan dalam hal tertentu. 


13 Sumber dari Kasubdit Statistik dan Dokumentasi Ditjen Pemasyarakatan Departemen Hukum 
dan HAM Republik Indonesia Tahun 2007. 

14 Muladi, Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 157. 
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Vos dan penganut Van Hamel mengemukakan bahwa hukuman, 
di samping berfungsi mempertahankan ketertiban masyarakat 
(teori tujuan), juga mempunyai tujuan kombinasi yaitu menakuti 
(afschriking), memperbaiki (verbetering), dan membinasakan 
(onschdelijkmaking) kejahatan tertentu. 

Dengan demikian, penerapan hukuman mati tepat untuk kejahatan 
tertentu, misalnya terorisme yang termasuk pelanggaran HAM berat 
dan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Selain itu, anggota 
DPR juga sepakat hukuman mati diancamkan dan diterapkan kepada 
produsen, pengedar, dan penyalahguna narkoba, serta koruptor dalam 
Skala tertentu. Pelaku tindak pidana korupsi diancam hukuman mati 
apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, sesuai dengan penjelasan 
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." 

Hukum, pada intinya, adalah cara orang menangani berbagai 
urusan dalam masyarakat, cara mengatasi perselisihan, hal apa saja 
yang dapat membantu, bagaimana hubungan fungsi-fungsi tersebut 
secara sistematik, dan sumber kekuasaan apa yang dimiliki. Dalam 
kaitannya dengan persoalan itulah berbagai sistem hukum, di mana 
pun dan kapan pun, selalu memiliki berbagai fungsi dengan bermacam 
lembaga lain yang harus diteliti. 

Perkembangan pemidanaan hukuman mati di Indonesia sepa- 
tutnya tidak terlepas dari struktur sosial-budaya masyarakat, yang 
menyangkut perasaan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup 
dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan tek- 
nologi, diselaraskan dengan pola pandang kebijakan hukum yang 
terumus dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang tidak 
menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi yang kom- 
prehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tak 
jadi soal mengganti hukuman mati dengan jenis hukuman lain yang 
sama beratnya. Namun, pertanyaan yang kemudian harus dijawab 
adalah apakah hukuman mati harus dihapuskan, atau masih akan 


15 Bambang Poernomo, op.cit., hlm. 7. 

16 Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu”—Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 
2001 tentang Pembahasan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi—dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberantasan 
hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan 
terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam 
nasional, kerusuhan sosial yang meluas, krisis moneter, dan penanggulangan tindak pidana 
korupsi. 
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